
 
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 
NOMOR 1 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2021-2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan 
Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2021- 2026;   
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) 
dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 



dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3213); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 
tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah 
Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3254);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5941); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 
tenang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6633); 



17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1312); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 459); 

21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
868); 

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan 
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1891); 

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); 

 

 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu 
Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 158); 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu 
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 
Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 
Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 
Lampung Tahun 2005-2025; 

31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2019 Nomor 13); 



33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 
10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar 
Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri 
E Nomor 01); 

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 
10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 
2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung 
Tahun 2011 Nomor 10); 

35. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 
07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar 
Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar 
Lampung Tahun 2016 Nomor 07). 

 

 Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA BANDAR LAMPUNG 
dan 

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2021-2026. 
 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai 

unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu 

Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. 



5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat 
Daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan 
Penunjang Pemerintahan yaitu Bidang Urusan 
Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka 
waktu 20 (dua puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional selanjutnya disingkat RPJMN adalah 
dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat 
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

   
BAB II 

KEDUDUKAN RPJMD 
 

Pasal 2 
 

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan 
Program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, 
strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah 
dan keuangan Daerah, serta program Perangkat 
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai 
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun 
dengan berpedoman pada RTRW Provinsi 
Lampung, RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD 
Provinsi Lampung, RTRW Kota Bandar Lampung, 
RPJPD Kota Bandar Lampung, RPJPN, dan 
RPJMN. 



(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, 
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah. 
 

  BAB III 
SISTEMATIKA RPJMD 

 
Pasal 3 

 
(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai 
berikut : 
BAB I : Pendahuluan 
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah 
BAB III : Gambaran Umum Keuangan Daerah 
BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program 

Pembangunan Daerah 
BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan 

dan Program Perangkat Daerah 
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 
BAB IX : Penutup 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
  BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN 
RPJMD 

 
Pasal 4 

 
(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD 

mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra 
Perangkat Daerah. 

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Kepala Bappeda untuk 
keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah 
dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk 
perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 



Pasal 5 
 

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila 
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak 
sesuai dengan perkembangan keadaan atau 
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

   

BAB V 
PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Bandar Lampung. 

 
Ditetapkan di Bandar Lampung 
pada tanggal 25 Agustus 2021  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, 
 

Cap/dto 
 
 

EVA DWIANA 
 

Diundangkan di Bandar Lampung 
pada tanggal 25 Agustus 2021           
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, 

 
Cap/dto 

 
 

TOLE DAILAMI 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 1 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 
PROVINSI LAMPUNG 01/1183/BL/2021 

 
 
 
 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 
NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2021-2026 

 

I. UMUM 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam 
sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan 
pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para 
pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan 
berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, 
sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan 
pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, 
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan 
berwawasan lingkungan. 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya 
menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan 
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional disegala bidang 
kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang 
berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan Pasal 263 ayat (3) RPJMD 
merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang 
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan 
daerah dan keuangan daerah  serta  program  perangkat  daerah  dan  
lintas  perangkat  daerah  yang disertai dengan kerangka pendanaan 
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun 
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 
pembangunan 5 (lima) tahun. 

Tahapan perencanaan pembangunan dalam setiap periode RPJMD 
merupakan tahapan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan 
arahan dari dokumen RPJPD, guna menjaga kesinambungan dari 
setiap periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun 
berikutnya. Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan 
ke-4 dari RPJPD Tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir 
periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-



2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca 
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk 
periodesasi RPJMD Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen RPJMD 
Tahun 2021-2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah. 

Selanjutnya dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 akan menjadi 
pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra 
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, pedoman bagi pemerintah 
Daerah dalam menyusun RKPD serta menjadi instrumen untuk 
mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja 
Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 
 Cukup Jelas 
Pasal 2 
 Cukup Jelas 
Pasal 3 
 Cukup Jelas 
Pasal 4 
 Cukup Jelas 
Pasal 5 
 Cukup Jelas 
Pasal 6 
 Cukup Jelas 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR  
 

 
 

 


